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Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan men-

gusung misi mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan 

yang sehat, dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Sistem per-

bankan yang sehat ditandai dengan keberadaan lembaga-lembaga perbankan 

yang mampu berfungsi efisien, sehat, berkembang secara wajar, mampu ber-

saing secara global, dan mampu melindungi secara baik dana titipan masyara-

kat, serta berkemampuan menyalurkannya ke masyarakat untuk usaha-usaha 

produktif. Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah, dewan pengawas 

syariah mengadakan analisis operasional Bank Syariah dan mengadakan 

penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya de-

wan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank 

Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, mem-

berikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan 

produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, 

mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa 

kepada dewan syariah nasional, yang akhirnya menyampaikan laporan hasil 

pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, 

komisaris, dewan syariah nasional dan Bank Indonesia.  

PENDAHULUAN 

Bank merupakan lembaga keuangan 

yang berfungsi mengumpulkan dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat, selain itu bank juga 

berfungsi memberikan jasa-jasa keuangan 

dan pembayaran lainnya. Oleh karena itu, 

tugas pokok lembaga perbankan adalah 

sebagai lembaga penyimpan dana masyara-

kat dan lembaga penyedia dana bagi 

masyarakat dan dunia usaha. Mengingat 

tugas dan fungsi perbankan yang begitu 

menentukan dalam kehidupan masyarakat 

dan dunia usaha, maka tidak sedikit warga 

masyarakat yang menaruh kepercayaan 

besar terhadap pihak perbankan sebagai 

lembaga intermediasi. Kepercayaan yang 

tertanam itu bukan hanya didasari pertim-

bangan imbalan bunga atau bagi hasil, me-

lainkan juga karena pertimbangan kea-

manan dana dengan harapan disaat ter-

tentu jika dananya itu diperlukan dapat 

diambil tanpa kekhawatiran. Pengawasan 

merupakan salah satu fungsi pokok mana-

jemen untuk menjaga dan mengendalikan 

agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan 

dapat berjalan sebagaimana mestinya se-

suai dengan rencana dan aturan yang ber-

laku, maka terbitlah surat keputusan terse-

but dimaksudkan sebagai Pedoman Pelak-

sanaan Pengawasan di Lingkungan Lem-

baga Peradilan. 

Tujuan pembinaan dan pengawasan 

perbankan oleh Bank Indonesia mencakup 

empat aspek, yaitu  Power to Licence, 

Power to Regulate,  Power to Control,  

Power to Impose Sunction. Namun 

bidang 
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demikian, dalam perspektif ekonomi 

syariah, selain keempat aspek pengawasan 

Bank Indonesia tersebut masih diperluas 

lagi dengan adanya elemen-elemen yang 

terdapat dalam perbankan syariah yang 

tidak ditemukan dalam perbankan konven-

sional, yakni posisi, kewenangan, tanggung 

jawab Dewan Pengawas Syariah dan Dewan 

Syariah Nasional, serta hubungannya den-

gan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Dewan 

Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia 

adalah salah satu lembaga yang diakui oleh 

pemerintah untuk memberikan pedoman 

dalam pelaksanaan produk-produk syariah 

di lembaga-lembaga keuangan syariah. Se-

buah pengawasan akan lebih efektif jika 

sistem pengawasan itu dapat terdiri atas 

mekanisme pengawasan dari pemimpin 

yang berkaitan dengan penyelesaian tugas 

yang telah didelegasikan, kesesuaian antara 

penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, 

dan lain-lain.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Hukum Perbankan Syariah 

 

Bank adalah lembaga perantara 

keuangan atau bisa disebut financial inter-

mediary, yang artinya lembaga bank adalah 

lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan 

dengan masalah uang. Oleh karenanya 

usaha bank akan selalu dikaitkan dengan 

masalah uang yang merupakan alat pelan-

car terjadinya perdagangan yang utama. 

Kegiatan dan usaha bank akan selalu ter-

kait dengan komoditas, antara lain : 

1. Memindahkan uang, 

2. Menerima dan membayarkan kembali 

uang dalam rekening koran,  

3. Mendiskonto surat wesel, surat order 

maupun surat berharga lainnya, 

4. Membeli dan menjual surat-surat ber-

harga lainnya, 

5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, 

kertas dagang, dan 

6. Memberi jaminan bank. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

10 tahun 1998, Pasal 1 angka 1, disebut-

kan bahwa pengertian perbankan adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melak-

sanakan kegiatan usahanya.  

Untuk menghindari pengoperasian  

bank dengan sistem bunga Islam memperk-

enalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. 

Dengan kata lain Bank Syariah lahir sebagai 

salah satu solusi alternatif terhadap persoa-

lan pertentangan antara bunga bank den-

gan riba. Dengan demikian, kerinduan umat 

Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri 

dari persoalan riba telah mendapat jawaban 

dengan lahirnya bank Islam. Pengertian hu-

kum perbankan secara langsung tentu tidak 

dijumpai di dalam Al Qur’an maupun sun-

nah. Namun sebagai hukum yang mengatur 

lembaga keuangan modern, pengertian hu-

kum perbankan dapat diketahui dari fungsi 

produk-produk hukum yang terkait dengan 

kegiatan operasional perbankan sebagai 

variabel yang dapat disesuaikan dengan 

ketetapan prinsip-prinsip syariah. Per-

bankan syariah atau perbankan Islam 

adalah suatu system perbankan yang 

dikembangkan berdasarkan prinsip syariah. 

Suatu perbankan dikatakan sebagai per-

bankan syariah karena mengacu pada prin-

sip syariah yang mengatur perjanjian ber-

dasarkan hukum Islam.  Perbankan syariah 

atau perbankan Islam adalah suatu system 

perbankan yang dikembangkan berdasar-

kan prinsip syariah. Suatu perbankan dika-

takan sebagai perbankan syariah karena 

mengacu pada prinsip syariah yang menga-

tur perjanjian berdasarkan hukum Islam. 

 

Teori Pengawasan 

 

Dalam konsideran Keputusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No-

mor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) dise-

butkan bahwa pengawasan merupakan 

salah satu fungsi pokok manajemen untuk 

menjaga dan mengendalikan agar tugas-

tugas yang harus dilaksanakan dapat ber-

jalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

rencana dan aturan yang berlaku, maka 

terbitlah surat keputusan tersebut dimak-

sudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pen-
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gawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

Lahirnya Pedoman Pelaksanaan Pengawa-

san tersebut dimaksudkan untuk: 

a. Memperoleh informasi apakah penye-

lenggaraan teknis peradilan pengelolaan 

administrasi peradilaln, dan pelak-

sanaan tugas umum peradilan telah di-

laksanakan telah sesuai dengan renca-

naa dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b.  Memperoleh umpan balik bagi kebijak-

sanaan, perencanaan dan pelaksanaan 

tugas-tugas peradilaan. 

c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal 

administrasi, dan ketidakefisienan pen-

yelenggaraan peradilan. 

d. Menilai kinerja. 

Pengawasan dalam pandangan Islam 

dilakukan untuk meluruskan yang tidak lu-

rus, mengoreksi yang salah, dan membenar-

kan yang hak. Pengawasan (control) dalam 

ajaran Islam (hukum Syariah), paling tidak 

terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol 

yang bersasal dari diri sendiri yang bersum-

ber dari tauhid dan keimanan kepada Allah 

SWT. Kedua sebuah pengawasan akan lebih 

efektif jika sistem pengawasan itu dapat 

terdiri atas mekanisme pengawasan dari 

pemimpin yang berkaitan dengan penyele-

saian tugas yang telah didelegasikan, kese-

suaian antara penyelesaian tugas dan per-

encanaan tugas, dan lain-lain. Takwa tidak 

mengenal tempat. Takwa bukan sekedar di 

masjid, bukan sekedar diatas sajadah, na-

mun juga ketika beraktivitas, ketika di kan-

tor, ketika dimeja perundingan, dan ketika 

melakukan berbagai aktifitas. Takwa se-

macam inilah yang mampu mejadi kontrol 

yang paling efektif. Takwa seperti ini hanya 

mungkin tercapai jika para manager ber-

sama-sama dengan karyawan melakukan 

kegiatan-kegiatan ibadah secara intensif. 

Agar peraturan perudang-undangan yang 

mengadopsi prinsip-prinsip dapat dijalankan 

dengan baik, maka DSN-MUI perlu memben-

tuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 

setiap lembaga keuangan syariah. Tujuan 

pembentukan DPS ialah untuk menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap aspek syariah 

yang ada dalam perbankan, meskipun se-

cara tehnis pengawasan perbankan syariah 

tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia 

(BI). Untuk memperkuat kewenangan seba-

gai bank sentral yang mengurusi sistem 

keuangan syariah dalam Negara Republik 

Indonesia, Bank Indonesia perlu menjalin 

kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki 

otoritas di bidang hukum Syariah. Bentuk 

kerja sama antara Bank Indonesia dengan 

DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepa-

haman MOU (Memorandum of Understand-

ing) untuk menjalankan fungsi pembinaan 

dan pengawasan terhadap perbankan 

syariah.  Kepercayaan masyarakat terhadap 

dunia perbankan akan terjaga apabila sek-

tor perbankan itu sendiri diselenggarakan 

dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian 

sehingga selalu terpelihara kondisi kese-

hatannya. Untuk Bank Indonesia sebagai 

bank sentral yang mempunyai peran pula 

dalam menentukan dan memberikan arah 

perkembangan perbankan serta dapat 

melindungi masyarakat, maka Bank Indone-

sia mempunyai kewenangan dan kewajiban 

untuk membina serta melakukan pengawa-

san terhadap seluruh kelembagaan dan 

kegiatan perbankan.  

Kehadiran Bank Syariah di Indonesia 

sejak tahun 1992 merupakan fenomena 

tersendiri yang telah menarik perhatian, 

karena sebagai bank yang bebas bunga 

telah berhasil lolos dari badai negative 

spread dalam krisis pada tahun 1997-1998. 

Karakteristik Bank Syariah telah menarik 

perhatian para pelaku perbankan di Indone-

sia. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang 

nomor 10 tahun 1998, perkembangan Bank 

Syariah tumbuh dengan pesat, sehingga 

keberadaan Bank Syariah di Indonesia telah 

memberikan warna baru bagi dunia per-

bankan Indonesia. Disamping itu, berkem-

bang pula lembaga keuangan lainnya Peru-

sahaan Asuransi Syariah, Pegadaian 

Syariah, Reksadana Syariah dan lembaga 

Keuangan Syariah non Bank lainnya yang 

jumlahnya senantiasa bertambah. Dengan 

berkembangnya lembaga-lembaga syariah 

dengan basis ekonomi Islam, tidak menutup 

kemungkinan akan muncul permasalahan 

antar para pelaku dalam lembaga syariah 
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tersebut. 

Secara umum, peranan Bank Sen-

tral sangat penting dan strategis dalam 

upaya menciptakan sistem perbankan yang 

sehat dan efisien. Perlu diwujudkannya sis-

tem perbankan yang sehat dan efisien itu 

karena dunia perbankan adalah salah satu 

pilar utama dalam pembangunan ekonomi 

suatu negara. Sedangkan secara khusus, 

Bank Sentral mempunyai peranan yang 

penting dalam mencegah timbulnya resiko-

resiko kerugian yang diderita oleh bank itu 

sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan 

merugikan serta membahayakan kehidupan 

perekonomian. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam kaitan dengan penga-

wasan, diantaranya adalah : 

1. Proses Pengawasan. 

a. Menentukan standar sebagai ukuran 

pengawasan 

Dalam kegiatan pengawasan, yang 

pertama kali harus dilakukan adalah 

menentukan standar yang menjadi 

ukuran dan pola untuk melaksana-

kan suatu pekerjaan dan produk yang 

dihasilkan. Standar itu harus jelas, 

wajar, obyektif sesuai dengan 

keadaan dan sumber daya yang 

tersedia. Setiap bank mungkin mem-

punyai sistem pengawasan yang ber-

beda-beda. Namun demikian harus 

tetap dapat diidentifikasikan adanya 

unsur-unsur pengawasan yang lazim 

terdapat pada semua sistem yang 

baik. Standar itu dapat ditetapkan 

dengan menggunakan dua cara yaitu 

didasarkan pada data periode sebe-

lumnya atau didasarkan atas tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 

keperluan analisis standar-standar 

itu dapat ditetapkan dengan meng-

gunakan rasio-rasio. Misalnya tren 

hubungan antara penghasilan den-

gan biaya yang dikeluarkan. Hal ini 

lebih bermakna dari pada masing-

masing item itu diukur secara sendiri-

sendiri. Misalnya kerugian investasi 

meningkat secara absolut, tetapi bila 

dibandingkan dengan meningkatnya 

volume investasi rasionya lebih kecil. 

Maka dapat dikatakan bahwa rasio 

kerugian itu membaik. Contoh lain 

adalah market share (pangsa pasar). 

Boleh jadi perkembangan dana bank 

secara absolute meningkat, tetapi 

bila dibandingkan dengan perkem-

bangan danadana perbankan secara 

keseluruhan ternyata share-nya 

menurun. Ini dapat berarti bahwa 

daya saing bank itu menurun.  
b. Pengukuran dan pengamatan terha-

dap jalannya operasi berdasarkan 

rencana yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan kegiatan operasional 

harus selalu diawasi dengan cermat. 

Untuk keperluan tersebut harus pula 

dibuat catatan (record) sebagai lapo-

ran perkembangan proses mana-

jemen. Berdasarkan catatan itu hen-

daknya dilakukan pengukuran pres-

tasi, baik secara kwantitatif maupun 

kwalitatif.  

c. Penafsiran dan perbandingan hasil 

yang dicapai dengan standar yang 

diminta. 

Prestasi pekerjaan harus diberikan 

penilaian dengan memberikan penaf-

siran apakah sesuai dengan standar, 

sejauh mana terdapat penyimpangan 

dan apa saja faktor-faktor penyebab-

nya. 

d. Melakukan tindakan koreksi terha-

dap penyimpangan. 

Tindakan koreksi, selain untuk men-

getahui adanya kesalahan, juga 

menerangkan apa   yang menyebab-

kan terjadinya penyimpangan dan 

memberikan cara bagaimana mem-

perbaikinya agar kembali kepada 

standar dan rencana yang seharus-

nya. 

e. Perbandingan hasil akhir (output) 

dengan masukan (input) yang diguna-

kan 

Setelah proses pelaksanaan selesai 

segera diberikan pengukuran dengan 

membandingkan hasil yang diperoleh 

dengan sumber daya digunakan serta 

standar yang ditetapkan. Hasil pengu-

kuran ini akan memperlihatkan ting-
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kat efisiensi kerja dan produktifitas 

sumber daya yang ada. 

 

2. Sistem Informasi Manajemen 

Laporan-laporan yang dihasilkan dari 

proses pengawasan itu harus disusun 

dalam suatu format yang sistematis, 

agar dapat dengan segera dan mudah 

digunakan sebagai bahan pengambilan 

keputusan secara cepat dan tepat. Ke-

majuan tehnologi informasi telah me-

mungkinkan sistem informasi mana-

jemen memiliki kesanggupan memberi-

kan berbagai jenis informasi dengan ce-

pat dan akurat serta memberikan fleksi-

bilitas dalam cara penyajiannya. Melalui 

laporan ini para manajer dapat mem-

peroleh informasi atau data yang tidak 

termuat dalam laporan reguler, yang 

dibutuhkan untuk menghadapi keadaan 

tertentu. 

3. Program Audit Internal 

Audit adalah proses pemeriksaan yang 

dilakukan akuntan perusahaan atau pi-

hak ketiga atas validitas catatan-catatn 

akunting (dan atau manajemen) yang 

dibuat perusahaan untuk menjamin ke-

absahan catatan-catatan tersebut.  

 

PEMBAHASAN 

 

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) terhadap Bank Syariah  

Fatwa Dewan Syariah Nasional 

 

Keberadaan ulama dalam struktur 

kepengurusan perbankan merupakan keuni-

kan tersendiri bagi perbankan syariah. Para 

ulama yang berkompeten di bidang hukum 

syariah dan aplikasi perbankan memiliki 

fungsi dan peranan yang amat besar dalam 

penetapan dan pengawasan pelaksanaan 

prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. 

Kewenangan ulama dalam menetapkan dan 

mengawasi pelaksanaan hukum perbankan 

syariah berada dibawah koordinasi Dewan 

Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia 

(DSN – MUI). Lembaga dewan syariah na-

sional bertugas mengawasi dan menga-

rahkan lembaga-lembaga keuangan syariah 

untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip 

syariah dalam kegiatan perekonomian. 

Karena itu, keberadaan DSN diharapkan 

dapat berperan secara optimal dalam 

pengembangan ekonomi syariah guna me-

menuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain 

itu, DSN juga memberikan teguran jika ada 

lembaga ekonomi tertentu yang menyim-

pang dari hukum yang telah ditetapkan. Jika 

lembaga yang bersangkutan tidak mengin-

dahkan teguran yang diberikan, maka DSN 

dapat mengajukan rekomendasi kepada 

lembaga yang memiliki otoritas untuk mem-

berikan sanksi hukum, seperti ke Bank Indo-

nesia (BI) jika berkaitan dengan perbankan 

atau Bapepam-LK jika berkaitan dengan 

pasar modal, atau ke Departemen Keuan-

gan, untuk memberikan sanksi agar perusa-

haan tersebut tidak mengembangkan lebih 

jauh tindakan-tindakannya yang tidak se-

suai dengan syariah. 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

adalah badan independen yang ditempat-

kan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) 

pada perbankan dan lembaga keuangan 

syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para 

pakar di bidang syariah muamalah yang 

juga memiliki pengetahuan di bidang eko-

nomi perbankan. Dalam hal ini Bank Syariah 

telah mengangkat anggota DPS, yang diang-

kat berdasarkan hasil rapat umum pe-

megang saham dan direksi. 

Dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang 

merupakan otoritas tertinggi dalam menge-

luarkan fatwa mengenai kesesuaian produk 

dan jasa bank dengan ketentuan dan prin-

sip syariah. Tugas utama DPS adalah men-

gawasi kegiatan usaha bank agar tidak 

menyimpang dari ketentuan dan prinsip 

syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 

Peranan DPS sangat strategis dalam pen-

erapan prinsip syariah di lembaga per-

bankan syariah. 

Bank yang akan membentuk DPS 

dalam rangka perubahan kegiatan usaha 

atau membuka kantor cabang syariah untuk 

pertama kalinya dapat menyampaikan per-

mohonan penempatan anggota DPS kepada 

DSN. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
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mekanisme pengawasan dewan pengawas 

syariah, setidaktidaknya setiap enam bulan 

sekali dewan pengawas syariah menga-

nalisa operasional Bank Syariah dan menilai 

kegiatan maupun produk bank tersebut 

yang pada akhirnya dewan pengawas 

syariah dapat memastikan bahwa kegiatan 

operasioanl Bank  Syariah telah sesuai 

fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah 

nasional kemudian menyampaikan hasil 

pengawasan tersebut kepada direksi, ko-

misaris, dewan syariah nasional dan Bank 

Indonesia. 

 

Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia 

Terhadap Bank Syariah 

 

Pada pokoknya Bank Indonesia se-

bagai Bank Sentral mempunyai tiga bidang 

tugas, yaitu (1) menetapkan dan melak-

sanakan kebijakan moneter, (2) mengatur 

dan menjaga kelancaran sistem pem-

bayaran, dan (3) mengatur dan mengawasi 

bank. Dalam rangka melaksanakan tugas 

mengatur dan mengawasi bank, menurut 

ketentuan Pasal 24 Undang- Undang No. 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank 

Indonesia menetapkan peraturan, memberi-

kan dan mencabut izin atas kelembagaan 

dan kegiatan usaha tertentu dari bank. 

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Un-

dang-Undang Perbankan, kegiatan Pembi-

naan dan pengawasan bank dilakukan oleh 

Bank Indonesia. Pengertian yang dimaksud 

dengan pembinaan adalah upaya-upaya 

yang dilakukan dengan cara menetapkan 

peraturan yang menyangkut aspek kelemba-

gaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan 

usaha, pelaporan serta aspek lain yang ber-

hubungan dengan kegiatan operasional 

bank. Dalam rangka melaksanakan penga-

wasan, Bank Indonesia menetapkan pera-

turan, memberikan dan mencabut izin atas 

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu 

bank, melaksanakan pengawasan bank, 

serta mengenakan sanksi terhadap bank 

sesuai dengan peraturan perundangundan-

gan (Pasal 24). Disamping itu, bank Indone-

sia berwenang menetapkan ketentuan-

ketentuan perbankan yang memuat prinsip 

kehatihatian (Pasal 25), dimana prinsip ke-

hati-hatian tersebut bertujuan untuk mem-

berikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan 

kegiatan usaha perbankan, guan mewujud-

kan sistem perbankan yang sehat. Oleh 

karena itu, peraturan-peraturan di bidang 

perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indo-

nesia harus didukung oleh penerapan 

sanksi-sanksi yang adil. Berkaitan dengan 

kewenangan di bidang pengawasan, sesuai 

ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 

Tahun 1999 tentang Perbankan. 

Pemeriksaan terhadap bank yang 

dilakukan oleh Akuntan Publik tersebut me-

rupakan pemeriksaan setempat sebagai 

pengejawantahan dari pendelegasian wewe-

nang Bank Indonesia selaku otoritas pem-

bina dan pengawas bank. Selaku otoritas 

pembina dan pengawas bank, maka Bank 

Indonesia menjalankan upaya dengan cara 

menetapkan peraturan yang menyangkut 

aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengu-

rusan, kegiatan usaha, pelaporan serta 

aspek lain yang berhubungan dengan 

kegiatan operasional bank. Pelaksanaan 

tugas pengaturan ditetapkan dalam bentuk 

produk Peraturan Bank Indonesia. Materi 

yang termuat dalam Peraturan Bank Indone-

sia tersebut pada dasarnya ketentuan-

ketentuan perbankan yang mengarahkan 

terlaksananya prinsip kehati-hatian dengan 

tujuan untuk memberikan rambu-rambu 

bagi penyelenggara jasa perbankan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, sehingga 

tercapai sistem perbankan yang sehat. 
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PENUTUP 

 

Mekanisme pengawasan dewan pen-

gawas syariah, dewan pengawas syariah 

mengadakan analisis operasional Bank 

Syariah dan mengadakan penilaian kegiatan 

maupun produk dari bank tersebut yang 

pada akhirnya dewan pengawas syariah 

dapat memastikan bahwa kegiatan opera-

sional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang 

dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, 

memberikan opini dari aspek syariah terha-

dap pelaksanaan operasional bank dan pro-

duk yang dikeluarkan secara keseluruhan 

dalam laporan publikasi bank, mengkaji 

produk dan jasa baru yang belum ada fatwa 

untuk dimintakan fatwa kepada dewan 

syariah nasional, yang akhirnya menyampai-

kan laporan hasil pengawasan syariah se-

kurang-kurangnya enam bulan sekali 

kepada direksi, komisaris, dewan syariah 

nasional dan Bank Indonesia.Bank Indone-

sia mengadakan pengawasan terhadap hal-

hal yang bersifat administratif, yaitu yang 

berkaitan dengan eksistensi Bank maupun 

laporan-laporan, pembukuan, dokumen dan 

sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan 

usahanya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan 

terhadap perusahaan induk, perusahaan 

anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan 

debitur bank.  Bank Indonesia mengadakan 

pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat 

administratif, yaitu yang berkaitan dengan 

eksistensi Bank maupun laporan-laporan, 

pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang 

berkaitan dengan kegiatan usahanya. Pe-

meriksaan ini dapat dilakukan terhadap 

perusahaan induk, perusahaan anak, pihak 

terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. 
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